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  5.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

 

6.  Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Pan jang Nasional Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

8.  Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846);  

9.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

10.  Undang -Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 te ntang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 

2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

 

 

 

 



 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepa da Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4963);  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);  

20.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -

2019;  

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

23.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer ah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018;  

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sukabumi tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);  

25.  Peraturan  Daerah Kabupaten Sukabumi  Nomor 22 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 
Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2012 Nomor 22) ; 

26.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daer ah Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2016  Nomor 4). 

27.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  Nomor 7 Tahun 2016 
tentang pembentukkan  dan Sususnan Perangkat Daerah 

Pemerintah  Daerah Kabupaten Sukabumi  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Noreg Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/183/2016 ). 

28.  Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan 

Energi Sumb er Daya Mineral Kabupaten Sukabumi . 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MENERAL KABUPATEN SUKABUMI  

 

1. NAMA 

ORGANISASI 

:  DPESDM Kabupaten Sukabumi 

2. TUGAS  :  Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah  dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral. 

 

3. FUNGSI    :  

 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS   

NOMOR    :  

TENTANG   :  PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA  

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 

SUMBER DAYA MENERAL  KABUPATEN 

SUKABUMI  

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang bina dan pelayanan usaha; bidang 

industri; bidang energi dan sumberdaya mineral; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di 

lingkungan Dinas; 

d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang bina dan pelayanan usaha; 

bidang industri; bidang energi dan sumber daya mineral; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di 

lingkungan Dinas; 

e. penetapan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPID); 

f. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas; 

g. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas; 

h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral; 

i. pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang perindustrian dan energy sumber daya 

mineral; 

j. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik diLingkungan Dinas; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

l. m pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 



 

 

 
 

 
 

 


